
c. bahwa ...

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, paling lamb at 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

WALlKOTABANDUNG,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PR VIN I JAWABARAT
PERATURANDAERAHKOTABANDUNG

NOMOR07 TAHUN2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2016

WALl KOTA BANDUNG

SALINAN



6. Undang-Undang ...

1. Pusnl 1~ nya: (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik

lndoncsin Tahun 1945;

2. Undnng-Undang Nomor 16 Tahun ]950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalarn Lingkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Oaerah lstimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik indonesia Tahun 1950

Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun

1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota­

kota Besar dan Kota-kota Keeil di Djawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

l'. bnhw.. lll'rd:lsnri all perlirnbullgan sebagaimana dimaksud

[.\[.1111 huruf ~'\dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

\),wr,1h \l'II\a11g Perlnnggungpwaban Pelaksariaan Anggaran

Prru lap.un n dnn Bclanja Daer ah Kota Bandung Tahun

t\n.'~,u ;111 2011);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Kcuangan KepaJa Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Undang-Undang Nomor 30 Tah un 2014 tentang Adrninistrasi

Pemennlahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

lJilll.lIl " ll"t!<1lll\ NOITJ'JI'23 Tn h un 2014 tentang Pemerintahan

1),I('I.tll (1,1>11lin rn n Nr-gara J<epublik Indonesia Tahun 2014

Nomoi ) lei, Tarn ha hn n L mb.irnn Negara Republik Indonesia

Nornor S. WI) ibagaimana tel h diubah beberapakali terakhir

den n n Undr ng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

P rubahun Kc ua Atas Undang-Ur.dang Nomor 23 Tahun 2014

t .ntang J merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indone ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7 till I.llIg l Iru l III : Nornor 2() Trli1UJ1 200 tentang Pajak Daerah

rlII11 ",'IIIIJlI.1 l.i.u-rnh [Lr-rnha rn n N gara R publik Indonesia

1."11111 '(Hl' ) NC1I11!)rI~30,Turriba hnn Lembaran Ncgara Republik

IIHI'JJII . I I NlIlll()r S04CJ);

13. Peraturan ...

IIIHI III I 11III1III,~ NIJlnl)f '11 'Li l iun 2004 tcnt ang Pcrimbangan

I' II 1111',[11Illf lIll l'I·I1I(·rtntltil PIl' ..ll dan P m rin tahan Daerah

(I I IlIh"I,11I NI 1',11.1' r-puhhk Illriull('c;ia Tahun 2004 Nomor 126,

'1.IJlJi)'111.1I11,1IJllJ,ll,ll1 N(' ,flrr1 I«('pllblik Indonc in Nomor 4438);

I,



19. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambaha n Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pernerintah Nornor 69 Ta h u n 2010 te nt ang Tara Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernurigutan Pajak Daera h

dan Relribusi Daerah (Lernbar n Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nornor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pernerintah Nomor 5 T hun 2009 tentang Bantuan

Keuangan k pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tarnbahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4 72) sebagaimana telah diubah

dengan Per aturan Pernerintah Nomor 83 Tahun 2012 te ntang

Perubahan Atas Peraturan Perner mtah Nornor 5 Tahun 200

tentang Bantuan Keuangan ke pad Partai Politik (Lemb ra n

Negar Republik Indone ia Tahun 2012 Nomor 195, Tarnb han

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

15. Peraturan P merintah Nomor 39 Tahun 2007 tent ng

P ngelola.in Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indone sia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lernbara n Negara

Republik Indonesia Nornor 4738);

H I'crnt urnn Pcmcrintah Nomoi :1 Tahun 2007 t nt ang Laporan

1\ 11\'1 1111 ",.11,).\11 P me rintnh D, ra h ke pada Pernermt ah,

I.uptn till I (Ill nngnn P Ilnngglll1l2ja\ aban Kepa la Daerah

I ('P,Ir],1 1)(wa n P r\\OkJl811 Rakynt Daer h , dan lnforrna si

1..11)0r,111 Penyel ngga: aan Pernerintahan Daer ah kepadu

1\1,~, ar.iknt (Lernbr ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

N moi 1<), Tambahan Lembnra n Negara Republik lndorie s ia

Nomoi 4 c)3);

p( I u iu 111P ITII nntah Nomo: ( T,1}1l1n 200() tr nta nu P lapnlan

}\~tldlll'.111 (1.1n Kill rJ8 In t a n: I Pcmermtah (Lernbaran Negar8

[\ puhh] lnrlonc siu Tnhun 20 n Nornor ~5, TAmbah;:\n

Lt Inbolldn NIg.lf" R publik lndoncsrn Nomor 4614);

>



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tah un 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana

Operasional;

.:::1 f' '!",ltUL1l1 Pcrncrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

P 'ng lob. 11 Barang Milik Negara y Daerah (Lembaran Negara

p iblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peratur n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak

K uangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nornor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

') Pvrnu n.m 1\'lllllln!.l]1 NOl11or 2 Tahun 2012 tentang Hibah

n \('Ll\) 111'11\[ nrn n Nc rnrn Rcpublik Indonesia Tahun 2012

vuior .'. .lIl1h:l11<111 Lcrnba ra n Negara Rcpublik Indonesia

1 1 I't 1.11111.11) 1\ mvti ntnl t N0ll1(11 JO Tn hu n 2011 len Lang Pinjaman

) It'l.ill 1\('II1\).II,ln Nou.irn I <'Iublik Indone ia Tahun 2011

NlIII \)1 ,', Tdlllh.tI\.1l1 Lcrnbn rn u N gam Republik Indonesia

\111 or S'1 1q);

25. Peraturan ...



30. Peraturnn ...

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 t nts ng

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana tel h

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan D r h Kota

Bandung Nomor 07 Tahun 2006 ten tang Pokol -pok k

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kotn

Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 t ntang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalarn APBD,

dan Tertib Administra i Perigajua n, Penyaluran , dan Lapornn

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuarigan Part, i
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor

1744)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pe ra t u r n

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Ta hun 2017 t ntrmg P dorna n
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, clan T rtib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Lap run

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan J( ua ngan PL1rtIi
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom r

198);

inri An 'I.!. II ,11 Pe ndu pat.m d.in Bclanja Daer ah (8 rita N gal".t

Rt pubhk Jnclon sin Ta h un 20 J 1 Nornor 450) sebagairnana telah

diubah Jw]J( rapa k Ii t cra kh ir d muan Peraturan Merit ri Dale m

Neg r i NomOI 14 T hun 2016 tcntang Perubahan Kcdua tas

P rt turd! Mrnteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

P dornan Pcmbcrran Hibah dClI1Bantuan Sosial yc ng Bersum r

dari Ariggaran Peridapatan dan Bclanja Daerah (B rita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

27. Peraturan Menter: Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang

Pen era pan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pernerintah Daerah (Beritu Negara RepubJik lndone sia

Tahun 2013 Nomor 1425);

sial yang Bers 1I1lbL'rPcdornan Pt'lnlJerian Hibah d,1I1 Bunrur n

26. P raturan Merit ri Dalarn Negcri N mor 32 Tr hun 2011 tcntang

Pertanu lLlllgj.Jw,tban Br-ndo harn sct t a Pen ampaiannyr :

2S P rnt ur III Menter: Dal.im Neg: n ornr r 55 Tnhun 2008 lenl:1ng

LaporonP nyusuna '1T



Pasal ...

Pa RI 1

(1) Pertanggungjaw ban pelaksan n PSD Tahun Anggaran 201 ,

berupa laporan keuangan mernuat:

a. Laporan Reali asi Anggaran;

b. Lapora n P rubahan aida. ngg: ran L bih;

c. Neraca:

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimaria dirnaksud padn ayai (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar lapor a n ke uanga n

badan usaha milik daerab /perusahaan daer h.

DAERAH TAHU ANGGARA 20]).

DA BELANJAANGGARAN PEND PATAPELAK ANAA

ME 1UTU~KAN:

PERATURAN DAERAH TEl\TA G PERTAN .UN.J W B N

D ngan P rsetujuan Ber arna

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT D ERAH K TA BANDUN

dan

WAll KOTA BANDUNG

P 1 t u: 11 Duer h 1 01, Bnndunz Nomor 11 Tahun 201 t m ta n

nggar III Pc nd: patan rl n 8('1. njn Daernh Tahun An~g. rn n

01 (Lernb ran Daerah Kola B, udurig Tah un 20lb 01110r 11);

l ntnrig P~rL1l..J, h. 11B noun' Nornor 10 Tahun ::?OI

11 l \1.111 PI 11 lnpatnn I. 11 L1t 1,)111.1 Dueru h Tn h un 11 ~g<lr,ln

01( (Lr-mbnr.m 0.1 I..ih K 1.1 Bandung Tnhun 201 Nornor II)

nn.iru lei. h diubnh d '11', n Per: t urnn 0, ra h I"': to

mall I T, hun 2015 tr ntt Ill!;,0. rtf uurnn Dd rnh Kot.i Bnudun:

7
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Rp. 5.830.413.719.644,00

Rp. (1.530.434.749.378,00)
b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejurnlah

Rp. 1.530.434.749.378,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh

Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta 'I'ujuh Rat.us

Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delap n

Rupiah) dengan rincian sebagai ber ikut:

a. Anggaran Belanja dan transfer

setelah Perubahan Rp. 7.360.848.469.022,00

Rp. 6.684.129.617.384,00

Rp. 5.685.213.859.929,00

Rp. (998.915.757.455,00)

a. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan

b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 2, sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 998.915.757.455,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus

Lima Puluh Tujuh Ribu Ernpat Ratus Lima PuluhLima Rupiah)

dengan rincian sebagai ber ik:..it:

Pasal 3

d.

c.

Perida pat a n Rp. 5.685.213.859.929,00

Belanja dan transfer Rp. 5.830.413.719.64400

Surplus/Defisit Rp. (145.199.859.715,00)

Pcmbiayaan

.. Penenmaan Rp. 994.140.890.638,00

.. Pengeluaran Rp. 316.812.038.234,00

Pernbiayaan neto Rp. 677.328.852.404,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 532.128.992.689,00

b.

Pasal 2

L8poran rca lis a si anggaran sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1

ayat (I) huruf a, sebaaai berikut:
a.

8

(3) Selisih ".



PII":I) ...

1 Pst'tl'l.dl Pc rubnhnn

b, 1\ nlu-nsi

S lisih o ih/(Kur,m ,)

'1\.1111 I ulu h Ell 1111 Ru~ ioh) 1\II '.111 lin i \1\

.1, J\ll';~'ilt' \11 P 'mbill)'d,1I1 ""t )

ng HI I lli:O;,ISI n. ejutuln h

(Eu uu K\l \IS ~ -puluh Jut I 1I,IIIh 1 II \I:

I,

() I( .n )(1,( )17 1

IIIH i,lIl

Jl rlu h .Jut . Tujuh

tl 't lunr III 1'111")\1\.1,11'

11<11 I I ~Illi ("\",(Ill

ll'l I II., 'qll,I' I' ,nil

1,( (I

1'1'

I'I'

I ')1

(l) ~ .lisih .\1\ 'II' \1\

Rp, l )U, 1.7tl).

I,

1'(,1llhiIY,I,1\:;; ( ,! rh Pl'lUI lit III I I '

11,rik ut

I,

: (1':.1\ 1111 I' Illl'.

1uluh ).n 111\ 1'111 i lit) It II un1'..1\ I I \IR It II

II III 1\ n inn I \ til. I i() ~ ILill :11\

1\ I \111\ I I III

I', tl i'" I

, 11',illI t )lh/(I'\ll.1Il!~l

h,

(I) :'( II: III .u i :,11 lil th'tl; III 1(' tli ..1 'I 1l('11t 11111.1,111 11("11"11,1\.1 III

I [i uul til 1'1' (l,CH) (Npll'lll,i til) ill 111'0111 1111t 1,111" h u: 111\1'1 tI III

'\111'" \I III I' 'Ill ru n 1.111

(I I , I')' I ,'~"" I I '.(11 I)

I, ,I ~ ']'11 'I '.I,'H)

,) I L; (If l)

',"1),1 1111'1111 '"II,d,11

11111 )'111111111'1 l'lIl'I"!)

I' I I t1, tll III

I' ',til' 101

'\ It til I, "111/(1 LlI.III' 1

I 11I1II

III,I II 1 II

I 1111" I' 1111 I) I. 'I " II I I I, I", ,II II I

1'1 lit iii 1111 1'11" I ,III lnl III I' III I

11 ".\,(11) (1111111'1111' 11'1 I'llilill III I 1 tI \ "

It I"



a. Saldo ...

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2016 adalah sebagai berikut:

13.585.858.821,07
21.746.900,00)

913.880.914.966,57

Rp.
(Rp.
Rp.Surplus '(Defi~it) LOf.

900.316.803.045,50Rp.Operas' "

d. r. 1 s ia ri Kegi an Non
Operasiona

e. Pos L ar Bias

a
~)

a. Pe
Be

c.

P ~,1 o
r.?.SIO .1 ebaz Im na dimaksud da larn pasaJ 1 ayat

l h n y 11"" ber khir sampai dengan 31
h e agai b rikur

Rp. 6.0 4.667.305.068,03
(Rp. 5.1 4.350.502.022,53)

--. . ,~l' ...,.1 l S "t Rp. _4.020.09 .774.435,70
.... .. .__~11, \\".; ban Rp. 157.874.797.725,30
,,- . ] E 1" ....1-..: Rp. ...,

2.223.976.710040c o .

Pasnl 5

dim, h. sud d lam pasal 1 avat (1) huruf c, per
bagai berikut:

\Rp.

I p, 00-1.140.890.638,00

l'ls tl I

, It, \'1,:, '1.111 II I ih :Wb,1gc1il1lnll<.1 dirnaksud
, I \11 tlt h. 11'1 1[ D's,'mber 016 adalah

;:0-. ,,,

,'b I \\\,t[

$ 'l',1~,\1

h.1\ ,\:\1

" ~" .. .1'

532.128.992.689,00
532.128.992.689,00

Rp.

Rp.



Pa.sal ...

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hasil

pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016.

(2) Pemerintah Daerah dalam meriindaklanjuti rekomendasi Badan

Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melibatkan instansi terkait sesuai kompetensi dan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantiLatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

a. Ekuitas Awa! Rp. 23.149.676.966.833,00

b. Surp!us/(Defisit) LO Rp. 913.880.914.966,57

c. Dampak Kurnulatif Perubahan

Kebijakarr/Kesalahan Mendasar (Rp. (201.333.905.089,22)

d. Ekuitas Akhir Rp. 23.862.223.976.710,40

Pasa! 8

Laporan P rubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

ayat (1) huruf f, untuk tahun yang bcrakhir sampai dengan 31

Des mber 2016 adalah sebagai berikut:

532.129.566.801,00Rp.

f. aldo kas akhir per 31 Desernber

2016

(6.322.250,00)Rp.nnggn: (\11

(. Ai us, kns bersih dari aktivit as non

0,00Rp.

Rp. (1.570.833.823.497,00)111\ I !,I t~" not rk .unngan

d I \1~ ! ,\~, 1>('1~Ih clad, kuvitas

1\ U, ! ,t'; btl sih rlnri akuvit as

Rp. 1.108.821.925.548,00Opl'J ,1~i

994.147.212.888,00d. :-i,lldo 1,:\·, ,IW!IIIWI 1 .Janu.u i ?O]() Rp.

h. 1\\1I~, kn-, 1)('1~ilh eL11i nkuviras

J I



k. Lampiran ...

L P I' n rus Kas:

ratan las Laporan Keuangan;

D ft r Re kapitulasi Piutang Daer ah;

Daft: I' Re kapitulasi Penyisihan Piutang

Ti ak Tertagih;

D Itar R -kapitulasi Dana Bergulir dan

P nyisihan Dana Bergulir;

ke ur n nn n gam;

L,' 1,1n P rubahan Saldo Anggaran

L bih:

L P r: n p ra ional;

L oran P rubahan Ekuitas:

I~ k.I[ u ul.isi (l't lisasi anggaran

l 'l,\nl" dncruh untuk kc elarasan
b1\ k I (p: luan urusan
peru rintnh: n dnerah dan fungsi
d.il..ill k r ngka pengelolaan

I III '11111 ihnn dn rah, organisasi,

I'm '1\\1\1 lun k 'ai, l, n;

1,\-rnh rncnurut urusan

anggaranr ali asil't'l ipu ul.isi

Ii II 1,111 cln n Ill!: lJIIS;l~I;

\'111\,1,111 l.ipornn rcnlisnsi anggaran
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Pasoi ' ..

Keuangan Badan

Daerah / Perusahaan

Laporan

Milik

Ikhtisar

Usaha

Daerah.

l'I'll,llIlh ill,1I1 d;li1 P(·n~~u,.nng;:m As t

T,'I.IJl I J.lft;lh;

I ) Ill. II I',' I :,pil I"r, -:i 1\ S('I T<'t;1p:

1),111.11 I,', k'IjJilltl;I' J Kon..r ruksi Oalam

I 'to kl'l.J< 1;111'

1),,1'1111' l<t'knpiluLJ,>j (\~ I Luirmya:

I ;111<.1r I)"11<1 adangan Daerah;

Dnft.u: K .wajiban .Jangka Pendek;

uttar Kcwajiban .Jangka Panjang;

Dnftar Kcgiatan-Kegiatan Yang Belum

Diselcsaikan Sampai Akhir Tahun dan

Oi811 garkan Kembali Dalarn Tahun

Anggaran Berikutnya;
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Pasal 13

WaJi Kola menctapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksariaan APBD sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Pasal 12

Laporan Reali a i Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, L 01 L n Operasiorial, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca ,

Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Ikhtisar

Iapor an keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

tercanrurn d lam Larnpiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran

I " Larnpiran V, Larnpiran VI, Lampiran VII dan Lampiran XX yang

In rupakan bagian idak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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TID.

EKRETARISDAERAH KOTABANDUNG,

Diundangk n di Bandung

pada tan zal 7 ktob r 2017

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

TTD.

WALl KOTA ANDUNG,

it .tupkan di andung

pndn l, n~' I 7 krob r 2017
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